
MENTERI KOPERASI DAN USA HA KEClL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTER! KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR \'}. TAHUN 2022 
TENTANG 

KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI 
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa untuk mendukung tertib arsip dan peningkatan
pengelolaan arsip dinamis secara efektif dan efisien, perlu
dilalrukan pemberkasan dan penataan arsip dengan
mengelompokan arsip dalam satu kesatuan informasi
yang utuh berdasarkan klasifikasi arsip;

Mengingat 

b. bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 03/PER/M.KUKM/III/2015 tentang
Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengab tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tabun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5286); 

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 214);

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1159);

MEMU'ruSKAN: 
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 
MENENGAH TENTANG KLASlFIKASI ARSIP DI UNOKUNGAN 
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 
MENENGAH. 

Pasal l 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Arsip adalah rek:aman kegiatan atau peristiwa dalam

berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan
diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kernasyarakatan, dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyara.kat, berbangsa dan
bemegara.

2. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
3. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara

langsung dalam kegiatan penciptaan Arsip dan disimpan
selama jangka waktu tertentu.

4. Klasi.fikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara
berjenjang dari hasiJ pelaksanaan fungsi dan tugas
instansi menjadi beberapa kategori unit informasi
kearsipan.

5. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal
suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu
menyusun tata letak identitas Arsip.

6. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai
kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi,
tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip
Dinamis.

7. Unit Kearsipan adalah sa.tuan kerja pada pencipta Arsip
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam
penyelenggaraan kearsipan.

8. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah
semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan
Arsip di lingkungannya.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan
menengah.
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10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil
dan menengah.

Pasa12 
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya 
sistem pengelolaan Arsip Dinamis secara terintegrasi sejak 
penciptaan, penggunaan, pemeliharaan sampai dengan 
penyusutan Arsip. 

Pasal 3 
Pimpinan Pencipta Arsip bertanggung jawab menetapkan 
Klasifikasi Arsip berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman 
penyusunan Klasi.fikasi Arsip. 

Pasal 4 
(1) Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan fungsi yang

meliputi:
a. fungs.i fasilitatif; dan
b. fungsi substantif.

(2) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan Klasifikasi Arsip yang berkaitan
dengan kegiatan penunjang terhadap pelaksanaan tugas
pokok Kementerian.

(3) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan Klasifikasi Arsip yang berkaitan
dengan tugas pokok Kementerian, yang secara
operasional mempunyai kepentingan bagi kehidupan
masyarakat.

Pasal 5 
(1) Skema Klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang terdiri

atas:
a. fungsi sebagai pokok masalah (primer);
b. kegiatan sebagai sub masalah (sekunder); dan
c. transaksi sebagai sub-sub masalah (tersier).

(2) Skema Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) menggambarkan tahapan perencanaan,
persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dari pelaksanaan
tugas dan fungsi.

Pasal 6 
(1) Kade Klasifikasi Arsip Kementerian disusun dalam

bentuk gabungan huruf dan angka
(2) Kade Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menjadi tanda pengenal urusan sesuai dengan fungsi
dan tugas Unit Pengolah serta berfungsi sebagai dasar
pemberkasan dan penataan Arsip.

Pasal7 
Klasifikasi Arsip Kementerian tercantum dalam Lampi.ran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
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Pasal 8 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 
03/PER/M.KUKM/III/2015 tentang Klasifikasi" Arsip di 
Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 475), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Peraturan Menteri 
diundangkan. 

Pasal 9 
ini mulai berlaku pada tanggal 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Serita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 9 ,Desem'oer 2022 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal ?>O November 2022 

MENTERI KOPERASI DAN USAHA 
KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK 
l"NDONESIA, 

     TETEN MASDUKI

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1227 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT 
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL 

DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA
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